Putusan Mahkamah Agung R==-—=l1—l=<ynesia

kamahagung.go.id SALI N

PUTUSAN
Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Tgt

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Karyawan PT. BUMA Sungai Danau, bertempat kediaman di RT.
002, No. 27, Desa Jemparing, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten
Paser, sebagai Pemohon,
melawan
Paridah Sardi binti Palantei, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Letjen
S. Parman, Gang Perdana Karya, RT. 031, No. 57, Kelurahan
Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota
Balikpapan, sebagai Termohon.
Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca surat permohonan dan mendengar Keterangan Pemohon.
Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di
persidangan.
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan
terhadap Termohon, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal
23 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah
Grogot dalam Register perkara Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Tgt, tanggal 23 April
2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada

tanggal 23 Juni 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
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ha Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, sebagaimana
um dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 407/66/V1/2012, tanggal 25 Juni

a, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan
pn telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat
Jdi rumah orangtua Termohon di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan

apan Tengah Kota Balikpapan selama 3 tahun, dan terakhir bertempat

Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah
dikaruniai 1 (satu ) orang anak bernama Zhafira Aulia Azzahra binti Ramai Yadi,
lahir di Balikpapan pada tanggal 20 Januari 2014, dan anak tersebut tinggal
bersama Termohon.

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan
rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Nopember 2017, rumah tangga
Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan
tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan
Termohon menolak ajakan Pemohon untuk tinggal bersama di tempat dimana
Pemohon bekerja, dengan alasan Termohon tidak ingin jauh/berpisah dari
orangtuanya.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon terjadi pada bulan Nopember 2017, yang disebabkan dengan alasan
yang sama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah
tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan
memilih tinggal di rumah orangtua Termohon, selama pisah tersebut sudah
tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha
mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

7. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi

mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah,
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sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan
perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon menghadap
ke persidangan secara in persoon, sementara Termohon tidak menghadap ke
persidangan tanpa alasan yang sah serta tidak mengutus wakil atau kuasanya
untuk menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim pada persidangan telah berupaya mendamaikan
Pemohon dengan menasihati Pemohon agar rukun dan bersatu kembali dalam
membina rumah tangga, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya.

Bahwa karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka untuk melakukan
mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016
tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap
dipertahankan Pemohon, sementara untuk jawaban Termohon, karena

ketidakhadirannya, maka jawabannya tidak dapat didengar.
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1. Siti Sakiah binti Abd. Karim, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, tempat tinggal di Jalan Negara, Nomor 5, RT. 08, Desa Jemparing,
Kecamatan Long lkis, Kabupaten Paser, memiliki hubungan sebagai
Keponakan Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah

pada tahun 2012.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal

bersama di Desa Jemparing.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang

anak.
- Bahwa sejak tahun 2017, rumah tangga Pemohon dan

Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon

disebabkan oleh Termohon yang tidak mau tinggal bersama Pemohon

di Sungai Danau, padahal Pemohon memiliki pekerjaan disana.
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan

Termohon bertengkar.
- Bahwa sejak lebih dari tujuh bulan yang lalu, Pemohon dan

Termohon telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah

lagi saling mengunjungi.
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon, namun Pemohon
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tetap ingin bercerai dengan Termohon.
Bahwa Kketerangan yang Saksi sampaikan berdasarkan

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang

menikah pada tahun 2012.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal

bersama di Desa Jemparing.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang

anak.
- Bahwa sejak tahun 2017, rumah tangga Pemohon dan

Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon

disebabkan oleh Termohon yang tidak mau tinggal bersama Pemohon

di Sungai Danau, padahal Pemohon memiliki pekerjaan disana.
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon

bertengkar melalui telefon.
- Bahwa sejak lebih dari tujuh bulan yang lalu, Pemohon dan

Termohon telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah

lagi saling mengunjungi.
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon, namun Pemohon

tetap ingin bercerai dengan Termohon.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan

pengetahuan Saksi sendiri.
Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada

pokoknya tetap dengan permohonannya dan memohon agar perkara ini diputus
dengan mengabulkan Permohonan Pemohon.
Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga Kesimpulannya tidak

dapat didengar.
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ghwa tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam
hra Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup

epada Berita Acara Sidang tersebut.
PERTIMBANGAN HUKUM

imbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

mana telah diuraikan di atas.

berdasarkan asas personalitas keislaman, Pemohon merupakan orang yang
berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standy in Yudicio) sehingga memiliki
legal standing dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon
dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (vide bukti P.) dan perkara a quo
merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal
40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan Juncto Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya,
maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, Termohon
bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam permohonan
tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanah Grogot dan oleh
karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Termohon mengenai wewenang
mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua

dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 129 Kompilasi Hukum
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), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan
anah Grogot.
imbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk

di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146

suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg.,
Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya
Termohon (Verstek).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. juncto
Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon, akan tetapi tidak
berhasil.

Menimbang, bahwa disebabkan Termohon tidak hadir di persidangan, maka
perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan
Mahkamah Agung Rl Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan
oleh Permohonan terkait perkara perceraiannya, Majelis Hakim memandang perlu
mengemukakan pandangan Islam tentang perkawinan bahwa perkawinan
mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk
menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang sangat
mulia, yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal
dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan dalam
al-Quran Surat ar-Rum ayat 21, rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor

1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang
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ang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum

- tempat kediaman bersama.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan,
bukan berarti dengan serta merta permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan
alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, namun karena perkara
ini merupakan perkara perceraian yang termasuk dalam kelompok hukum
perorangan (personen recht) yang rentan dengan kebohongan (arres) dan
permufakatan para pihak untuk bercerai, maka Majelis Hakim memandang perlu
untuk Pemohon membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon mengajukan bukti-bukti (vide. Pasal 283 R.Bg.) berupa bukti P. dan dua
orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan
pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), sesuai
dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285
dan 301 R.Bg. juncto pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985

tentang Bea Materai juncto pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan
Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karena itu secara formil bukti
tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang berisi

peristiwa penting tentang Pencatatan Pernikahan bagi penduduk yang beragama
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ikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama
Balikpapan Tengah, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1
4 tentang Perkawinan juncto Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam)

ﬁ?ﬁ\pﬁsl 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
73 minfs\'_l'iai Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dan

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada
halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Telah
disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap
peristiwva yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu
dengan lainnya, telah sesuai ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309
R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil
dan materil sebagai Saksi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih
lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon telah disampaikan di
bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang
menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya,
oleh karena itu kesaksisan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal
308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Pemohon yang telah terurai pada
duduk perkara di atas telah relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga
kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut telah ~mendukung dalil-dalil
permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan ditambah
dengan keterangan Pemohon serta didukung dengan bukti-bukti yang diajukan
oleh Pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah pada
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emparing.
Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak.
Bahwa sejak tahun 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon

Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi

saling mengunjungi.
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon, namun Pemohon tetap

ingin bercerai dengan Termohon.
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka majelis berpendapat

bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Pemohon
dan Termohon telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
secara terus menerus sebagaimana tertuang dalam dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991,
yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116
Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara
perceraian bukanlah “matri monial guilt* tetapi “broken marriage” atau “az-zawwaj
al-maksuroh” (pecahnya rumah tangga), sehingga Pengadilan tidak menitik
beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu perselisihan dan
pertengkaran, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi nyata rumah tangga
itu sendiri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang
terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 dan surat al-Ahzab ayat 28
yang berbunyi sebagai berikut :

pde graw alll ol Gl l9ssc Olg
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'i\ '?",LA inya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka
w"] "'.. jélsu gaubnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.

W
Ié;y I.-" ‘

_,—"tl api Ilrﬁ pertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi
o

|,I:.:_'._ Lf‘-te'iseb' t df atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mudharat
¥ .Y

E’
™~ gbill besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, di antaranya penderitaan
' ati g berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak mudharat

“wlas) | o> o e T o Liall )5

Artinya: “Menolak kemudharatan (keburukan) lebih dipiroritaskan daripada
meraih kemashlahatan (kebaikan).”

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, menurut pendapat
majelis bahwa terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk
terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian bila
mana setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, damai dan
tenteram maka kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat juga tidak akan
tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek antropologi, manusia memiliki dua
struktur penting untuk menjalani kehidupan ideal dan penuh keteraturan, pertama
adalah struktur alamiah manusia dan yang kedua adalah struktur luar manusia,
struktur luar atau eksternal manusia, sama pentingnya sebagaimana struktur
dalam manusia guna membentuk kehidupan manusia yang ideal dan teratur.
Pernikahan merupakan bagian dari struktur eksternal manusia yang dapat
mempengaruhi keseimbangan hidup manusia an sich. Pecahnya rumah tangga
Pemohon dan Termohon sangat mempengaruhi struktur eksternal Pemohon
maupun Termohon, dan jika tetap dipertahankan, bukan tidak mungkin, kahidupan
ideal dan teratur keduanya, mustahil dapat tercapai, hal ini sesuai dengan Teori

yang dikemukan oleh antropolog Hedi Sri Ahimsyah Putra dalam bukunya yang
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es$,f2001, halaman 33-61) yang menyatakan bahwa dalam kehidupan manusia

E}_': T te,llda teraturan struktur dalam dan struktur luar dalam manusia itu sendiri.
~ '
|| ﬁ | mbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

".l:\:y
N jjeli%
||I:.‘__I._ /~memenuhi
¥ Y

E’
™~ d0-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

N

g Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena
ityPefmohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberikan izin
e Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama dan dikaitkan dengan surat TUADA ULDILAG
MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 mewajibkan
Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan
Termohon, tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan, namun
berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang
merupakan hasil Rapat Pleno Kamar Tahunan Ke-enam Mahkamah Agung
menyatakan bahwa tidak perlu mencantumkan amar putusan tentang perintah
kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal
Pemohon dan Termohon, tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon
dilangsungkan dan Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

dan dalil-dalil hukum syara’' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI
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nyiatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1439 H, oleh kami Abdul Hamid, S.H.I.
sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Kastalani, S.H.l., M.H.l. dan Gunawan,
S.H.l. masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Dra. Nuhare sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd.
Abdul Hamid, S.H.I.

Hakim Anggota Hakim Anggota
Ttd. Ttd.
Dr. Muhammad Kastalani, S.H.l., M.H.I. Gunawan, S.H.I.

Panitera Pengganti
Ttd.

Dra. Nuhare

Rincian Biaya Perkara:
1. Pendaftaran Rp 30.000,00

2. Administrasi / ATK Rp 50.000,00
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3. %‘ggilan Rp 365.000,00
' Rp 5.000,00

Rp__6.000,00 +
Rp 456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

SESUAI DENGAN ASLINYA
Diberikan kepada dan atas permintaan .................

Tanah Grogot, ........cccoevvvevennnnnn.

Drs. Nasa'i
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